
BUPATI LAMONGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 18 TAHUN 2023 

1ENTANG 

[ SALINAN l 

PENDAYAGUNMN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEARSlPAN 
DI KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi lnformasi 
dan Komunikasi Kearsipan di Kabupaten Lamongan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 
2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten 

tentang 
Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat, dan Dalam Daerah lstimewa Jogjakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnfonnasi 

dan Transaksi E:lektronik {Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tenrang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang .. 



tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik lndonesia tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5952); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kea.rsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 5071 ); 

5 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
PembenLukan Pera Luran Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, 
Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana Le la h d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembemukan PeraLuran Perundang Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
680 I); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin~an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 Len Lang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba ra n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 

7. Peraturan Pemerimah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republ1k Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang 
Perangkat Daerah (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tela h 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

9. Peraturan Preside□ Nomor 87 Tahu n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang• 
Undangan (Le mba ran Negara Republik Indonesia Tahun 

20 14 ... 



2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturao Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 186) ; 
l 0. Pera tu ran Men teri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

rentang Pembentukan Prociuk Huku1n Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2 036) 
sebagaimana 1.elah ciiubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahu n 20 18 ten tang Perubahan Acas 

Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 80 Tahun 20 I 5 
tentang Pemben tukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

l l. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahu n 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Sistem lnformasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan 

lnformasi Kearsipan Nasional (JI KN); 
12 . Peraturan Kepala Arsip Nasional Republ.ik lndonesia 

Nomor 4 Tahu n 202 1 tentang Pedoman Penerapan Sistem 

lnformasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); 

13. Keputusan Mcntcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang 

Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 
2018 ten tang Pedoman Pembenrukan Prociuk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongao Tahun 

2018 Nomor 4); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 

2019 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran 

Daerah Kabupacen Lamongan Tahun 20 19 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

MeneLapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNMN 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEARSIPAN DI 

KABUPATEN LAMONGAN . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I . Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerin tah Daerah adalah Pemerinrah Daerah Kabupaten 

Lamongan . 

3. Bupati ... 



3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah 

unsur pembantu 8upaLi dan DPRD dalam urusan 
penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah yang terdiri atas 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
lnspcktoral, Badan cla n Kecamalan. 

5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD 
adalah PD yang mempunyai tugas dan fungsi serca 
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah di bidang kearsipan clan 
perpustakaan. 

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau penstJwa dalam 
berbagai benruk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
d iterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam 
pclaksanaan keh idupan bcrmasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 
7. Aplikasi Pengelolaan Arsip adalah suatu sistem yang 

berfungsi untuk memanajemen arsip elektronik secara 
tersentralisasi, digital, sistematis, terstruktur dan a.man, 
yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan, 
berbagi dan mengelola arsip secara efisien. 

8. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya 
clisingkat SlKN adalah sistem informasi arsip secara 
nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik 
Indonesia yang 111enggunakan sarana jaringan informasi 

kearsipan nasional. 
9. Sistem lnformasi Kearsipan Statis yang selanjutnya 

disingkat SIKS mcrupakan aplikasi yang dikembangkan 
Lembaga Kearsipan Daerah untuk membantu menangani 
pengelolaan arsip statis di lingkungan Iembaga kearsipan 

serta menyajikannya unmk dapat diakses oleh masyarakat. 
10. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung 

dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka 
waktu tertentu. 

11. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip 
karena merniliki nilai guna kesejaraban, te lah habis 
retensinya, dan berkeLerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 
oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 

kearsipan. 
12. Pencipta a rsip adalah pihak vang mempunyai kemandirian 

dan otoritas dalam pelaksanaan fungs i, tugas dan tanggung 
jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 

13. Unit pengolah adalah saruan kerja pada pencipta arsip yang 
mempuyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua 

arsip ... 



arsip yang berkaita n dengan kcgia tan penciptaan arsip di 
lingkungannya. 

14. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam 
penyelenggaraan kearsipan. 

15. Sistem lnforrnasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang 
selanjutnya disebut SRlKANDI adalah sis tem informasi 
pengelolaan arsip berbasis e lektronik yang dilaksanakan di 
lingkungan Pemerinlah Dacrah. 

16. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dibentuk dan/atau 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

17. Pengguria adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah. 
18. AdministraLor LKD adalah pengelola yang ditunjuk oleh 

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan dapat 
mengakses SRJKANDl sesuai dengan kewenangannya. 

19. Administrator PD adalah pengguna yang ditunjuk oleh 
Kepala PD. 

20. Operator adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala PD dan 
dapac mengakses SRI KANDI sesuai dengan kewenangan. 

21. Lembar Disposisi yang selanjucnya disingkat LD a dalah 
lembaran untuk me nuliskan instruksi/informasi, 
pengendalian, penyelesaian dan tanda terima naskah dinas. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

PasaJ 2 

( 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman bagi PD dalam Pendayagunaan Teknologi 
lnformasi dan Komunikasi Kearsipan di Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 
a. menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan 

cerpadu; 
b. mendukung pengelolaan arsip dina mis dan statis dalam 

rangka memberikan informasi yang aucentik dan u tuh; 
c. penyediaan informasi kearsipan yang d isusun dalam 

daftar arsip dinami!> dan a rsip statis; 
d . penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam 

dafter arsip dinamis dan arsip statis; 
e. penyampaian dafta r a rsip dinamis dan daftar arsip 

statis ke pusatjaringan nasional; 
r. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan 

melalui J aringan lnformasi Kearsipan Nasional; dan 
g. evaJuasi secara berka la terhadap penyelenggaraan 

Sis tem Kearsipan. 

BAB Ill .. . 



BAB Ul 
PENDAYAGUNMN TEKNOLOGJ INF'ORMASI DAN KOMUNIKASI 

Pasal 3 

(I) Dalam rangka pendayagunaan reknologi informasi dan 
komunikasi, diperlukan Aplikasi Pengelolaan Arsip. 

(2) Aplikasi Pengelolaan Arsip sebagaimana dirnaksud pada 
ayal (1) untuk Pengelolaan a rsip dinamis dan arsip statis. 

Pasal 4 

Aplikasi Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat ( l) terdiri dari : 
a . aplikasi SRIKANDI; 
b. simpul jaringan aplikasi SIKN dan SIKS. 

BAB IV 

SRTKANDI 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 5 

(I) Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruI a rersedia dalam versi website dan versi mobile 
application.. 

{2) Pengembangan Aplikasi SRIKANDI meliputi : 
a. pemeliharaan jaringan; 
b . pengembangan pengorganisasian SRIKANDI dengan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan 
c. pengembangan fitur aplikasi SRlKANDI sesuai 

kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi. 

Pasa l 6 

(l) Aplikasi SRIKANDI wajib digunakan selama proses 
penciptaan arsip. 

(2) Penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dikoordinasikan oleh LKD. 

Bagian Kedua 
Sarana 
Pasal 7 

Setiap PD dalam penggunaan aplikasi SRlKANDI sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 5 ayat (2) berkewajiban menyediakan 
sarana. meliputi · 
a. komputer; 

b. mesin ... 



b. mesin pemindai (scanner); dan 
c. jaringan koneksi internet. 

Bagian Kctiga 
Sumber Daya Manusia 

Pasal 8 

(1) Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi 
SRJKANDI terdiri dari : 
a. administrator LKD; 
b . administrator PD; 
c. operator; 
d. a rsiparis; 
e. pimpinan. 

(2) Administrator LKD sebagairnana dirnaksud pada ayat (!) 

huruf a berkedudukan di LKD. 
(3) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berkedudukan di PD. 

Pasal9 

(1) Administrator LKD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas: 
a . menyusun kewenangan administrator PD; 
b. membuat stru ktur unil kerja serta jabatan; dan 
c. membuat akun pengguna administrator. 

(2) Administrator PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf b rncmpunycii tugas: 
a. melaksanakan kewem.mgan administrator PD; 
b. membuat akun pengguna sesuai st:ruktur jabalan. 

(3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
hu ruf c mempunyai tugas: 
a. entry surat masuk dan keluar; dan 
b. pemindaian Surat. 

(4) Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
buruf d mempunyai tugas: 
a . membuat master data (kode dan indeks); 
b. menyusun klasifikasi arsip serta template naskah dinas; 

dan 
c. mengatur pernberkasan dan penyusutan arsip. 

(5) Pimpinan sebaga imana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) 

huruf e rne rnpunyai rugas: 
a. memve rifikasi na.skah keluar; dan 
b. menindaklanjuti serta mendisposisi naskah masuk. 

(6) Administrator LKD, administrator PD dan Operator PD 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal JO ... 



Pasal 10 

Setiap pengguna dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI 
berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraruran Bupali ini. 

Bagia n Keempat 
Keabsahan 

Pasal I I 

(I) Naskah dinas yang didislribusikan melalui aplikasi 
SRIKANDI dan Lelah di la kukan autentiJikasi oleh 
adminisLrator PD mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan naskah dinas tertulis, dan berlaku seja k 
diterimanya surat tersebul oleh pihak yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal naskah dinas tertulis sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) belum disampaikan, maka yang berlaku 
adalah naskah dinas eleklfonik yang telah diberi tanda 
tangan elektronik. 

BAB V 

SIMPUL JARINGAN APLIKASI SIKN DAN SJKS 

Bag1an Kesatu 
Umum 

Pasal 12 

( 1) Simpul jaringan SIKN dan SIKS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b merupakan aplikasi berbasis 
website. 

(2) Pengembangan simpul jaringan SJKN dan SIKS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : 
a. meningkatkan keLersediaan jumlah informasi arsip 

dinarnis dan statis yang dapaL diakses oleh masyarakaL 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. meningka Lkan ketersediaan jumlah informasi arsip 
stalls yang dapat diakses oleh rnasyarakat; 

c. menge rnbangkan sumber daya pendukung simpul 
jaringan SIKN dan SIKS. 

Pasal 13 

LKD selaku pengguna simpul jaringan SIKN dan SIKS 
melakukan koordinasi pem binaan simpul jaringan terhadap 
pencipta a rsip di lingkungan daerah. 

Bagian Kedua ... 



Bagian Kedua 
Sarana 

Pasal 14 

LKD dalam penggunaan simpuJ jaringan SIKN dan SIKS 
sebagaimana d in1a ksud dalam Pasal 13 berkewajiban 
menyediakan sarana, meliputi: 
a. komputer; 
b. scanner (aJal pemindai); 
c . ja ringan In ternet. 

Bagian Ketiga 
Sumber Daya Manusia 

Pasal 15 

Sumber daya manusia yang menyelenggarakan simpuljaringan 
SIKN dan SIKS sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 14 cerdiri 
dari: 
a. administrator sistem di simpul jaringan; 
b. pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan; 
c. pelaksana validasi data kearsipa n di simpul jaringan; dan 
d . pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 16 

(1) L,KD bertanggung jawab mclaksanakan pembinaan dan 
pengendalian Sistem Kearsipan Daerah. 

(2) Pembinaan sebagajmana dimaksud pada ayat (I) dapat 
berupa: 
a. pemberian bimbingan teknis. supervise dan konsuJcasi; 

dan 
b. pendidikan dan pelatihan. 

(3) Kepala LKD melaksanakan Pengendalian Sistem Kearsipan 
melaJw kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. 

BAB VII 
PEL,APORAN 

Pasal 17 

Kepala LKD melaporkan hasi l pembinaan dan pengendaJian 
Sistem Kearsipan Daerah kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun 
sekali. 

BAB VIII ... 



BAB Vlll 

PENDANMN 

Pasal 18 

Membebankan biaya pendanaan kegiatan pendayagunaan 

teknologi infornrnsi dan komunikasi kersipan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati in i rnulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

dalam Serita Daerah Kabupaten L,amongan. 

memerintahkan 

penempatannya 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggaJ 4 April 2023 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 4 April 2023 

SE:KRETARJS DAE:RAI-I 
KABUPATEN LAMONGAN, 

L1:d. 
MOH. NALIKAN 

BUPATT LAMONGAN, 
ttd. 

YlJrfRONUR EFENDI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 18 ,/;~, 
,Sltlinan sesuai\ dengan aslinya 

K~plt11 ,a rl°\,.n Hukum, 

M. RO'IS 
NIP: 197'106 15 200312 I 007 

LAMPJRAN ... 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPAT[ LAMONGAN 

NOMOR 18 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENDAY AGU NAAN 
INF'ORMASI DAN 

TEKNOLOGI 
KOMUNIK.ASI 

KEARSIPAN DI KABUPATEN LAMONGAN 

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGf INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEARSIPAN DI 

KABUPATEN LAMONGAN 

l. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis SRI KANDI dilaksanakan oleh: 

a. Bupati dan Wakil Bupati; 
b. Pejabat Pimpinan Tinggi; 

c. Pejabat F'ungsional; 
d. Pejabat Fungsional Arsiparis; 

e. Pengelola Arsip; 

f. Pengguna Arsip; 

g. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi; 

h. Unit Pengolah/Unit Kerja; 
i. Sentral Arsip Aktif/ Central File; 

J. Unit Kearsipan; 
k. SentraJ arsip inaktif/ record cenrre; 

I. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; 

m. Pimpinan Pencipta Arsip; 

n. Kepala Dinas Kearsipan dan Pcrpustakaan Daerah Kabupaten 

Lamongan; 
o. Aplikasi Urnum Bidang Kearsipan Dinamis; 

II. Proses pelaksanaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis SRIKANDI 

sebagai berikut: 
a. Pengelolaan Arsip Dinamis 

Proses pengelolaan arsip dinamis meliputi: 
1. Penciptaan arsip, yaitu meJak·ukan pembuatan dan penerimaan 

arsip. 

a) Pembuatan arsip meliputi: 

1) membuat draf naskah dinas; 

2) mengoreksi draf naskah dinas; 

3) menandatangani draf naskah dinas; 

4) melakukan registrasi naskah dinas keluar; 

5) melakukan d.istribusi naskah dinas keluar; 
6) melakukan pengendalian naskah dinas keluar; dan 

7) melakukan pendokumentasian naskah dinas keluar. 

b) Penerimaan arsip meliputi: 
l) melakukan registrasi naskah dinas masuk; 

2) membuat disposisi; 
3) melakukan distribusi naskah dinas masuk; 
4) melakukan pengendalian naskah clinas masuk; dan 

5) melakukan ... 



5) melakukan pendokumentasian naskah dinas masuk. 
2. Penggunaan a rsip, sebagai berikut: 

a) melakukan pembuata n daftar informasi, meliputi: 
1) membuat daftar informasi kearsipan yang terbuka; 
2) mengirim daftar informasi kearsipan yang terbuka; 
3) menerima daftar informasi kearsipan yang terbuka; 
4) membuat daftar informasi pubLik. 

b) melakukan pelayanan pcnggunaan a rs ip, meliputi: 
1) mencari informasi kearsipan; 
2) mengirim permintaan informasi kearsipan; 
3) menerima permintaan informasi kearsipan; 
4) memeriksa ha k akses pengguna; 
5) memberikan iinformasi kearsipan; 
6) menda patkan informasi kearsipan; 
7) mengajukan pemiintaan perninjaman arsip; 
8) menerima perrnintaan peminjaman arsip; 
9) memeriksa ketersediaan a rsip; 
10) mencatat arsip yang dipinjam; 
11) mengirim arsip yang dipinjam; 
12) menerima ars ip yang dipinjam; 
13) mengirim arsip yang dikembal ikan; 
14) mem eriksa arsip yang d ikembalikan; dan 
15) melengkapi arsip. 

3. Pemeliharaan arsip sebagai berikut: 
a) melakukan pemberkasan arsip aktif, meliputi: 

1) membuat berkas; 
2) memilih berkas; 
3) memberkaskan arsip aktif; dan 
4) membuat daftar arsip aktif. 

b) melakukan penataan ar s ip inaktif, meliputi: 
I) mengolah in formas1 arsip; dan 
2) membuat daftar arsip inaktif. 

c) melakukan penyimpanan arsip, meliputi: 
l) melakukan input informasi arsip yang disimpan;dan 
2) menyimpan arsip. 

d) melakukan alih media a rs ip, melipuli: 
1) mengidentifikasi arsip yang dialihmediakan; 
2) memilih arsip yang djalihmediakan; 
3) merrunjam arsip fisik; 
4) membersihkan arsip fisik; 
5) melakukan al ih media; 
6) mengembalikan a rsip; 
7) me mbuat daftar arsip; 
8) membuat berita acara a lih media; 
9) melakukan verifikasi a rs ip hasi l alih media; 
10) melakukan auLentikasi ars ip hasi l al ih media; 
1 1) melakukan autenLikasi arsip hasi l alih media;dan 
12) melakukan pengesahan beri ta acara. 

4. Penyusutan ... 



4. Penyusutan arsip sebagai berikut: 
a) melakukan prosedur pemindahan arsip inaktif, meliputi: 

1) mengajukan permohonan pemindahan arsip lnaktif; 
2) memeriksa kesesuaia n reLensi arsip inaktif dengan Jadwal 

Retensi Arsip; 
3) mengirimkan permohonan pemindahan arsip inaktif; 
4) menerima permohonan pemindahan arsip inaktif yang 

retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun; 
5) melakukan verifikasi arsip inaktif yang retensinya kurang 

dari 10 (sepuluh) tahun; 
6) memperbaiki daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan; 
7) membuat Berita Acara Pemindahan Arsip lnaktif yang 

retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun; 
8) mengirimkan Serita Acara Pemindahan Arsip lnakLif yan 

retensinya kurang dari 10 (se puluh) tahun; 
9) menerima Serita Acara Pemindahan Arsip lnaktif; 
10) mengirim arsip ina kLif ya ng dipinda hka n ; 
11) menerima arsip inaktif ya ng retensinya kurang dari 10 

(sepuluh) tahun yang dipindahkan; 
12) menerima permohonan pemindahan arsip inaktif yang 

retensinya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 
13) melakukan verifikasi arsip inaktif yang retensinya sekurang­

kurangnya LO (sepuluh) tahun; 
14) membuat berita acara pemindahan arsip inaktif yang 

retensinya sekurang-kurangnya IO (sepuluh) tahun; 
15) mengirimkan berita acara pemindahan arsip inaktif yang 

retensinya sekurang-kurangnya l O (sepuluh) tahun; dan 
16) menerima arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 

l O (sepuluh) tahun. 
b) melakuka n prosedur pemusnahan arsip, mcliputi: 

1) menyusun daft.ar arsip usul musnah; 
2) mengajukan usu! daftar arsip usul musnah; 
3) memeriksa kesesuaian retensi arsip usu! musnah dengan 

JRA; 
4) mengirim daftar arsip usul musnah; 
5) menerima daftar arsip usul musnah; 
6) melakukan penilaian pemusnahan arsip; 
7) rnengirim surat persetujua n pemusnahan arsip; 
8) melakukan penilaian pemusnahan arsip yang retensinya 

kurang dari JO (sepuluh) tahun; 
9) menerima persetujuan pcmusnahan arsip; 
I 0) membua t be rita acara pcmus na han arsip 
I I) me lakukan pemusnahan a rsip; dan 
12) melakukan pendokumentasian pemusnahan arsip. 

c) melakukan prosedur penyerahan arsip sratis, meliputi: 
1) menyusun daftar arsip usu! serah; 
2) mengajukan daftar arsip usul serah; 
3) menerima daftar arsip usul serah; 

4) melakukan ... 



4) melakukan verifikasi daftar arsip usul serah; 
5) mengirim rekomendasi serah arsip statis; 
6) menerima rekomendasi serah arsip statis; 
7) membuat berita penyerahan arsip statis; 
8) melakukan pendokumentasian penyerahan arsip atstis 
9) menyerahkan arsip statis; dan 
10) menerirna arsip statis. 

BUPATI LAMONOAN, 
ttd. 

YU HRONUR EF'ENDI 


